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I. UMUM

Perkembangan masyarakat dunia abad ke-21 telah menunjukan
kecenderungan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup serta pola
konsumsi pangan dari daging merah (red meat) ke produk perikanan.
Produk perikanan tersebut dapat berasal dari kegiatan penangkapan Ikan
maupun Pembudidayaan Ikan.

Pengaturan Pembudidayaan lkan diperlukan karena merupakan
pendelegasian dari Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal
17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam
mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima
oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain
terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu
untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan
kegiatan Pembudidayaan Ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan
pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan, serta kelestarian
Sumber Daya Ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya

pengelolaan perikanan budidaya agar dapat mencapai manfaat ekonomi
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yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan
lingkungannya.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini meliputi tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan
Ikan, pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan
Sumber Daya Ikan, sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan,
pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan, pengelolaan Kesehatan Ikan

dan Lingkungan, serta pembinaan dan pemantauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau
melaksanakan tugas di bidang sumber daya Air.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau

melaksanakan tugas di bidang penataan ruang.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “fisiografi” antara lain topografi
lahan, elevasi lahan, vegetasi, pasang surut air laut, dan
tekstur tanah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
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Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “genangan Air lainnya” adalah
genangan Air yang secara periodik atau terus menerus ada
secara alami.

Ayat (3)
Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan

dapat berupa air tawar, air payau, dan air laut.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “diversifikasi Pembudidayaan lkan”
adalah  penganekaragaman  pengembangan  kegiatan
Pembudidayaan Ikan yang semula satu komoditas menjadi

beberapa komoditas perikanan budidaya.
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Huruf g

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah upaya
pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi organisme
patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme

patogen ke lingkungan.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari alam
merupakan Plasma Nutfah yang dapat dimanfaatkan untuk
pemuliaan dan pelestarian.

Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dapat berupa

Ikan utuh atau bagian dari Ikan.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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